BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian
maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan Pasal 49
KUHP. Penulis berpendapat bahwa alasan hakim menolak pembelaan terpaksa
ini karena dilihat dari asas subsidaritas dan asas oportunitas. Hakim menilai
serangan yang mengancam terdakwa belum melampaui batas keperluan dan
keharusan dan tidak nampak keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan
cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan (asas
proporsional). Sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang
mnegakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

2. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf
ataupun alasan pembenar terhadap Terdakwa. Namun penulis berpendapat lain
bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam rangka pembelaan
terpaksa karena terdakwa mengalami serangan yang mengancam dari korban dan
akibat peristiwa tersebut Terdakwa telah mengalami goncangan jiwa yang hebat
sehingga terdakwa kalap mata dan berakibat terganggunya keadaan jiwa atau
batinnya. Mengacu kepada Pasal 49 ayat (2) KUHP maka terhadap perbuatan

terdakwa seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.
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